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JUDUL  

Kebijakan Asimetris Sebagai Model Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Dampak Ekonomi 

Pariwisata di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas 

 

RINGKASAN 

Kawasan perbatasan (frontier) memiliki posisi strategis bagi sebuah negara karena bermakna 

makna “daerah depan”, daerah “etalase” atau beranda depan sebagai manifestasi kemajuan dan 

keberhasilan pembangunan. Ada 2 (dua) kecamatan Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung 

dengan Serawak Malaysia, yakni kecamatan Paloh dan Sajingan Besar merupakan daerah 

Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) cenderung terisolasi secara geografis, sarana dan prasarana 

kurang, ekonomi tertinggal, rawan ancaman keamanan dan lingkungan. Padahal perbatasan 

berfungsi sebagai militer-strategis, konstitutif, identitas nasional, kesatuan nasional, dan 

pembangunan nasional. Salah satu masalah di perbatasan adalah kurangnya infrastruktur yang 

berdampak pada pembangunan ekonomi dan pariwisata. Infrastruktur adalah salah satu faktor 

penting Pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan perhatian khusus dan afirmatif 

atau desentralisasi asimetris. Kehadiran negara di kawasan perbatasan dipandang signifikan 

melalui kebijakan yang memihak melalui implementasi UU No.43/2008, UU No.23/2014, UU 

No.1/2022 dan Inpres No.1/2021. 

Ada ketimpangan antara pentingnya fungsi ideal perbatasan (das solen) bagi kelangsungan negara 

dan kondisi nyata perbatasan yang serba terbatas (das sein). Hal ini menjadi alasan urgensi 

kebijakan asimetris, afirmatif dan khusus pembangunan kawasan perbatasan Sambas mendapatkan 

perhatian khusus dari pemerintah, menjadi isu luar biasa dan mendapat prioritas dalam 

penanganannya. Kebijakan asimetris menjadi solusi alternatif akselerasi pembangunan 

infrastruktur fisik perbatasan sebagai bentuk kehadiran negara melalui instrumen politik, 

administrasi dan finansial.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu infrastruktur, ekonomi dan pariwisata dan 

menganalisis hubungan kebijakan asimetris dengan akselerasi pembangunan infrastruktur dan 

dampak ekonomi dan pariwisata di perbatasan Sambas. 

Untuk melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitif, jenis 

deskriptif-ekplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara mendalam 

dan pengamatan sesuai TKT level 2. Adapun target luaran penelitian ini berupa analisis 

Tuliskan judul penelitian 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang 

ditargetkan.  



kebijakan asimetris sebagai model alternatif percepatan pembangunan infrastruktur untuk 

peningkatan ekonomi dan pariwisata perbatasan di Kabupaten Sambas. Luaran berupa artikel 

akan dipublikasikan pada jurnal nasional sinta 2 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah 

Sejak disahkan Undang-Undang No.17/2007 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 (1), pembangunan perbatasan menjadi salah satu prioritas. 

Paradigma baru pengelolaan perbatasan telah dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan yang  

berorientasi inward-looking menjadi outward-looking. Pendekatan pembangunan yang 

sebelumnya hanya bersifat keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan 

lingkungan. Selain itu, makna perbatasan berubah dari halaman belakang menjadi halaman depan 

negara atau etalase bangsa.  

Perbatasan negara memiliki peran penting dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, 

mempercepat kesejahteraan, menandakan batas-batas kedaulatan negara secara teritorial, dan 

menjadi barometer ketahanan nasional di segala bidang. Fungsi perbatasan negara sebagai Berikut 

fungsi militer-strategis, fungsi ekonomi, fungsi konstitutif, fungsi identitas nasional dan fungsi 

kepentingan domestic, kesatuan nasional, dan pembangunan nasional (2,3). Guichonnet & 

Raffestin menyebutkan 3 fungsi yakni fungsi legal, fungsi kontrol, dan fungsi fiscal (4). Sesuai UU 

No.43/2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan yang merupakan wilayah yang terletak 

pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, menjadi sangat penting 

dalam pembangunannya (5)  

Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bertujuan untuk (a) menjaga keutuhan daerah NKRI 

melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan 

budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara 

tetangga serta untuk meningkatkan  daya saing ekonomi masyarakat dalam konteks internasional 

(6,7) 

Kata kunci maksimal 5 kata 

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari: 

1. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti 

2. Pendekatan pemecahan masalah 

3. State of the art dan kebaruan 

4. Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun kedepan 

5. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, 

mengikuti format Vancouver  



Sejak Presiden Joko Widodo menetapkan Nawa Cita sebagai visi pemerintahannya, dimana Nawa 

Cita ke-3 berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu amanat dalam RPJMN 2015-2019. 

Pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas utama karena merupakan daerah 

pinggiran. Oleh karena itu, agar menghasilkan format pemerintahan yang efektif dan efisien baik 

pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, maka diperlukan desentralisasi 

asimetris. Implementasinya adalah Inpres No.1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi 

pada kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana korelasi 

antara kebijakan asimetris dakam Pembangunan infrastruktur dengan pengingkatan ekonomi 

pariwisata di Kabupaten Sambas? 

2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

Pemerintah Indonesia menggunakan tiga pendekatan dalam pengelolaan perbatasan yakni 

pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Untuk implementasi pendekatan tersebut, 

pemerintah melakukan perlakuan khusus dan afirmatif yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat perbatasan yakni kebijakan asimetris. Kebijakan ini dilakukan menggunakan 

instrumen administrasi, politik, dan fiskal menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan 

pembangunan kawasan perbatasan. Asimetris administrasi meliputi peningkatan kapasitas 

pemerintah daerah; asimetris politik berupa keberpihakan dan dukungan kekuasaan; asimetris 

finansial merupakan dukungan anggaran yang memadai untuk akselerasi pembangunan kawasan 

perbatasan. 

 

Gambar 1. Pemecahan Masalah 

Sumber: Peneliti, 2025 

 

3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN 



Asimetris berarti memberikan perlakuan yang khusus dan berbeda dari daerah lain. Kebijakan 

asimetris adalah tingkat ukuran perlakuan yang berbeda dalam interaksi antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah dengan tujuan sebagai perekat untuk menjaga stabilitas politik dan integritas wilayah 

negara(8). Beberapa ciri utamanya adalah perbedaan atau pengecualian perlakuan; perbedaan 

kecepatan dan ukuran dari sebuah kebijakan; perbedaan dosis atau kadar keberpihakan terhadap 

kebijakan yang sama kepada sasaran yang berbeda; bentuk modifikasi dari simetris (ada 

pembanding); sebuah diskresi kebijakan, pengecualian/penyalahgunaan kewenangan dari pola 

simetrisnya(9). Kebijakan asimetris dibagi dalam tiga level yaitu asimetri politik, asimetri 

administratif, dan asimetri fiskal (8). 

Bentuk distribusi kekuasaan asimetris bertujuan untuk mengatasi yakni persoalan politik termasuk 

keunikan dan perbedaan budaya; dan persoalan teknokratis-manajerial, yakni keterbatasan suatu 

daerah dalam melaksanakan fungsi dasar pemerintahan (10). Tujuan lain untuk melindungi 

kepentingan nasional, memperkuat daya saing ekonomi global, membantu meningkatkan kapasitas 

pelayanan publik pemerintah daerah, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Argumentasi pemberlakuan kebijakan asimetris diantaranya untuk 

efisiensi anggaran negara, mendekatkan Pemerintah Daerah dalam pelayanan dasar publik dan 

pembangunan sosial ekonomi, dan penghormatan terhadap konstitusi yang mengakui perbedaan 

karakteristik dalam suatu negara.  

4. Instrumen Kebijakan Asimetris 

Instrumen kebijakan publik merupakan serangkaian teknik yang digunakan otoritas pemerintah 

untuk menggunakan kekuasaannya dalam upaya memastikan dukungan dan memberikan dampak 

(atau mencegah) perubahan sosial(11). Tujuan instrumen kebijakan untuk mendorong perubahan 

(atau menghindari perubahan) dengan cara tertentu, merangsang inovasi, mempengaruhi arah dan 

kecepatan inovasi(12). Instrumen kebijakan dapat berupa lembaga dan tata cara negara untuk 

menjadikan alat yang disediakan oleh suatu masyarakat kepada para pemimpinnya untuk 

penyelesaian masalah public(13), dapat berupa hukum, regulasi, dan program(14,15), mandate, 

bujukan, pengembangan kapasitas, dan perubahan sistem(16), komunitas(17), institusi(18), 

regulasi, sumber ekonomi, dan informasi(19) ilmu pengetahuan(20), Instrumen regulasi, Instrumen 

berbasis pasar, Instrumen berbasis informasi(21).  

4. Pembangunan Ekonomi Pariwisata Kawasan Perbatasan 

Dalam perspektif ekonomi, pembangunan adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan kapabilitas dengan memunculkan nilai-nilai inti pembangunan adalah sustenance, self-

esteem, dan freedom (22). Percepatan pembangunan infrastruktur dapat membuka akses lalu 

lintas orang dan barang sehingga meningkatkan pariwisata, pendapatan dan produktivitas. 

Pembangunan sebagai kenyataan fisik, sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras 

mungkin melalui serangkaian proses social, ekonomi, dan institusional demi mencapai 

kehidupan yang lebih baik (22)  

Menurut Hall and Williams (2019), pariwisata adalah “aktivitas mengunjungi tempat- tempat untuk 

bersenang-senang” sebagai pergerakan orang-orang di luar tempat tinggalnya sendiri (23). Lipsey 

menjelaskan bahwa ekonomi merupakan studi tentang penggunaan sumber daya yang langka untuk 



memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas (24). Ekonomi pariwisata adalah cabang ilmu 

ekonomi yang mempelajari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang terkait 

dengan kegiatan pariwisata. Fokus utamanya adalah bagaimana sektor pariwisata menciptakan nilai 

ekonomi, lapangan kerja, pertumbuhan lokal, dan kesejahteraan masyarakat melalui kunjungan 

wisatawan. Jadi, Ekonomi pariwisata adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dampak pariwisata 

terhadap perekonomian, termasuk perolehan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengaruhnya 

terhadap industri local (25). 

Jadi, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa kebijakan asimetris (regulasi, fiscal, 

infrastruktur) dapat menjadi akselerasi Pembangunan ekonomi pariwisata sehingga berdampak pada 

pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan industry local. 

5. Kebaruan 

Selama ini, desentralisasi asimetris hanya diimplementasikan di beberapa provinsi dengan 

berbagai alasan politik, keamanan, ekonomi, sejarah, dan sosio-kultural seperti Daerah Istimewa 

Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat 

(26–29). Merujuk pada argumentasi tersebut, maka kebaruan dalam penelitian ini adalah 

kebijakan asimetris dapat diadopsi pada Daerah Khusus Perbatasan. Argumentasinya, perbatasan 

sebagai beranda depan negara memiliki fungsi strategis untuk kelangsungan hidup negara, 

namun secara infrastruktur dan ekonomi tertinggal 

 

 

Gambar 2. State of the Art dan Kebaruan 

Sumber: Peneliti, 2025 

6. Peta jalan Penelitian 

Ketua tim peneliti dan anggota tim memiliki pengalaman akademis dan empiris bidang kebijakan, 

pengembangan kapasitas pengelolaan perbatasan, tata kelola kolaboratif dan kemitraan dalam 

pengelolaan kawasan perbatasan serta pariwisata. Beberapa publikasi artikel dan hasil penelitian yang 

relevan dengan tema penelitian ini dapat pijakan untuk penelitian berikut (10,30–40) 



 

Gambar : Peta Jalan Penelitian 

Sumber: Peneliti, 2025 

 

METODE 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan “complex holistic picture in 

natural setting” (41). Pendekatan ini akan menguraikan (a) makna tertentu dari fenomena, (b) 

memahami dan mendalami konteks tertentu, (c) mengidentifikasi fenomena yang belum 

diantisipasi (d) memahami proses yang terjadi di balik fenomena, (e) membangun penjelasan 

kausalitas dan (f) mendeskripsikan pola-pola. (41,42). Jenis penelitian ini adalah deskriptif-

ekplanatif karena akan menggambarkan dan menganalisis pola hubungan kebijakan asimetris 

dengan instrumen-instrumennya dengan percepatan Pembangunan infrastruktur sehingga 

berdampak pada peningkatan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sambas.  

 

2. Fokus Penelitian.  

2014-2017

•Kebijakan, 
pendekatan dan tata 
Kelola  Kawasan 
Perbatasan

2018-2021

•Pengembangan 
kapasitas
kelembagaan dalam 
Tata Kelola Kawasan 
perbatasan 

2022-2025

•Kemitraan, agile 
governance, ICT, 
asimetris  dan  
Kapasitas Badan 
Pengelola
Perbatasan

2026-2029

•Inovasi Kebijakan 
berkelanjutan
Pengelolaan
Perbatasan 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. 

Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Metode penelitian harus 

dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan 

luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran 

Biaya (RAB).  



Fokus penelitian ini adalah kebijakan asimetris sebagai model alternatif untuk percepatan 

Pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Sambas. Pada gilirannya, Pembangunan 

infrastruktur tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata. Secara lebih detail adalah 

untuk mendeskripsikan kondisi eksisting infrastruktur, kondisi social ekonomi serta pariwisata 

perbatasan di Sambas. Menganalisis pentingnya kebijakan asimetris untuk akselerasi 

Pembangunan infrastruktur dan dampak ekonomi serta pariwisatanya.  

 

3. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Temajuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan 

Barat.  

 

 

Gambar 4. Peta Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas 

Sumber: regional.kompas.com 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 



Obyek penelitian berupa domain-domain yang meliputi tempat, actor dan kegiatan. Konteks 

tempat terkait penelitian di dua kecamatan di Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Serawak 

Malaysia. Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan, pengamatan dan 

wawancara mendalam dengan informan secara snowball. 

 

4.1. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan Studi Kepustakaan (studi dokumen) serta 

studi perbandingan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, 

menelaah, menglasifikasikan, mengidentifikasikan, dan melakukan pemahaman terhadap aturan-

aturan hukum yang berupa peraturan, penelitian, dan literatur yang ada relevansinya dengan 

permasalahan kebijakan asimetris dan instrumen-instrumen.  

 

4.2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan Wawancara mendalam (in-dept interview) dan pengamatan di 

lapangan. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan tatap muka langsung atau secara daring 

dengan informan penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri 

menggunakan pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan alat tulis. Teknik wawancara 

menggunakan semi-terstruktur yakni pertanyaan disusun dalam pedoman wawancara namun dapat 

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan data dan informasi serta konndisi informan. 

Teknik penentuan informan melalui snowball sampling, yakni metode bola salju menggelinding 

dari jumlah sedikit kemudian makin membesar (43). Metode ini dimulai dari mengidentifikasi, 

memilih dan mengambil sampel dalam satu rantai jaringan dan seterusnya (44). Informan berasal 

dari Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan 

Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Kecamatan Temajuk, Kecamatan Sajingan Besar, dan 

Masyarakat di Sambas. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, 

mengumpulkan data, memisah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang 

penting dan yang dibutuhkan, dan menentukan apa saja yang bisa diceritakan kepada orang lain 

(45). Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh, 

seperti dari wawancara, observasi, serta dokumen. 

Dalam analisis data kualitatif, peneliti bekerja dengan data menggunakan pendekatan linear dan 

hierarkis. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut (1) 

mencatat dan mengumpulkan data, (2) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; (3) 

membaca keseluruhan data; (4) memilah dan mengklasifikasi data yang relevan dan tidak relevan 



dengan coding; (5) menghubung-hubungkan dan mensintesiskan data primer dan skunder untuk 

mencari pola hubungan; (6)  menginterpretasi data atau memaknai data untuk mendapatkan 

temuan. (41) 

 

6. Keabsahan Data 

Tujuan uji validitas adalah supaya hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Peneliti mengecek keabsahan data yang membawa implikasi terhadap validitas temuan yang 

dihasilkan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, menggunakan triangulasi yakni 

peneliti berupaya mengakses sumber data yang bervariasi (triangulasi data) baik dari buku, jurnal, 

peraturan yang relevan, kebijakan pemerintah, data dari instansi resmi, dan nara sumber. Peneliti 

juga membandingkan temuan data yang diperoleh dengan metode tertentu (triangulasi metode), 

yakni studi dokumen, wawancara dan observasi.  

 

Gambar 5. Tahapan Penelitian 



Sumber: Peneliti, 2025 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah model akselerasi Pembangunan infrastruktur 

di Kawasan perbatasan Sambas melalui implementasi kebijakan asimetris. Pembangunan 

infrastruktur menjadi factor penting untuk membuka akses kawasan perbatasan yang terisolasi, 

sehingga dapat meningkatkan arus orang dan barang. Pada gilirannya meningkatkan ekonomi  

pariwisata dan kesejahteraan Masyarakat perbatasan. 

Tabel.1. Kegiatan dan Indikator 

NO KEGIATAN INDIKATOR 

1 Latar Belakang, Identifikasi 

Masalah, State of the art dan 

kebaruan 

- Tersusunnya proposal penelitian yang 

layak 

- Tersusunnya urgensi penelitian yang 

tajam 

- Tersusunnya rumusan masalah yang 

signifikan untuk diteliti 

- Ada kebaruan dalam penelitian 

2 Metode Penelitian - Tersusunnya desain penelitian yang tepat 

- Teknik pengumpulan data yang tepat 

- Teknik analisis tepat 

- Teknik pemilihan informan tepat 

- Terusunnya Panduan Wawancara 

3 Pelaksanaan Penelitian - Pengajuan ijin penelitian  

- Persetujuan ijin penelitian 

- Pengumpulan data harus relevan dan 

sesuai jadwal 

- Penggunaan anggaran sesuai rencana 

- Pengisian log kegiatan 

4 Pengolahan dan Analisis Data - Data lengkap dan relevan 

- Klasifikasi Data tepat 

- Reduksi Data  

- Penyajian Data 

- Memberi makna dan menghubungkan 

data 

- Menyimpulkan hasil analisis 

5 Analisis Kebijakan Asimetris 

dan Model Akselerasi 

Pembangunan 

- Identifikasi masalah infrastruktur, 

ekonomi, dan pariwisata di Sambas 

- Identifikasi instrumen-instrumen 

kebijakan asimetris 

- Analisis kebijakan asimetris, percepatan 

Pembangunan infrastruktur dan 



peningkatan ekonomi pariwisata di 

Sambas 

6 Disemaniasi hasil Penelitian dan 

luaran 

- Tersusunnya laporan penelitian 

- Terpublikasinya artikel pada jurnal 

nasional Sinta 2 

 

JADWAL PENELITIAN 

 

  

No. Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 

1. Finalisasi Proposal dan Perijinan             

2. Review Literatur             

3. Penyusunan Pedoman Wawancara       

4. Pengumpulan Data       

5. Display Data       

6. Analisis Data       

7. Penyusunan Laporan       

8. Penulisan dan submit artikel       

 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 

No. Kategori Luaran Jenis Luaran Target Capaian 

1. Jurnal Nasional Sinta 2 Artikel  published 

2. -   

dst.    

 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Total RAB: Rp. 15.150.000 

Jenis Pembelajaan Komponen Item Kuantitas Biaya Satuan Total 

Belanja Bahan ATK Paket ATK 1 250.000 250.000 

Belanja Bahan Bahan 

penelitian 

(habis 

pakai) 

-    

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, ditulis dengan mengisi langsung 

tabel berikut dan diperbolehkan menambahkan baris sesuai banyaknya jenis kegiatan. 

Tuliskan target luaran wajib dan tambahan (jika ada) yang akan dihasilkan. 



Pengumpulan Data Honor 

pembantu 

peneliti 

2 orangx5 10 100.000 1.000.000 

Pengumpulan Data FGD  -    

Pengumpulan Data Transport 2 orangx2 4 1.000.000 4.000.000 

Pengumpulan Data Sewa 

kendaraan 

3 hari 3 500.000 1.500.000 

Pengumpulan Data Konsumsi  2 orgx3x5 30 50.000 1.500.000 

Pengumpulan Data Penginapan Sewa 

Hotel 

3 300.000 900.000 

Analisis Data Honor 

pengolah 

data 

2x5 hari 10 200.000 2.0000.000 

Analisis Data Honor 

narasumber 

1 orang 1 1.000.000 1.000.000 

Sewa Peralatan Peralatan 

penelitian 

5 harix1 

ruang 

5 300.000 1.000.000 

Pelaporan penelitian Honor 

administrasi 

peneliti 

2x5 hari 10 50.000 500.000 

Biaya Luaran Biaya 

publikasi 

1 1 500.000 500.000 

Lainnya Biaya 

pendaftaran 

HKI 

    

 

 

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

Tabel 1. Unsur dan Bentuk Kebijakan Asimetris 

NO UNSUR KEBIJAKAN 

ASIMETRIS 

BENTUK 

1 Regulasi Penyederhanaan ijin dan kebijakan afirmatif pengembangan 

pariwisata dan UKM Perbatasan (46) 

2 Finansial Insentif Fiskal dan Dana Alokasi Khusus dari Pusat untuk 

mendukung Sektor Pariwisata (47) 

3 Infrastruktur Percepatan Pembangunan PLBN, Jalan, SPAM, BTS, 

Dermaga  (48) 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

Hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai meliputi data dan hasil analisis. Seluruh hasil 

atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 

sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 

sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



 

Tabel 2. Destinasi Pariwisata Perbatasan Sambas 

NO KECAMATAN DESA DESTINASI PARIWISATA 

1. Sajingan Besar Kaliau Air Terjun Riam Merasap 

Santaban Goa Alam Santok 

Sungai Bening Air Terjun Riam Sagat 

2. Paloh Tanah Hitam Pantai Tanjung Lestari 

 Pantai Harapan 

Sebubus Pantai Pulau Selimpi 

 Taman Rekreasi Batu 

 Bejamban 

Sumber: BPS, 2024 

Tabel 3 Jumlah Usaha Kecil Formal tahun 2020-2024 

NO KECAMATAN 2020 2021 2022 2023 2024 

 Sajingan Besar 2 2 7 39 56 

 Paloh 21 30 44 75 125 

Sumber: BPS, 2025(49) 

Analisis 

Untuk membuktikan bahwa kebijakan asimetris dapat meningkatkan pariwisata di perbatasan Kabupaten 

Sambas, kita perlu mengaitkan antara aspek kebijakan khusus (regulasi, fiskal, dan infrastruktur) yang 

diterapkan di kawasan perbatasan Sambas, dengan indikator kemajuan pariwisata (seperti peningkatan 

jumlah wisatawan, tumbuhnya UMKM pariwisata, dan berkembangnya destinasi). Hubungan konseptual 

dan empiris dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Peningkatakan Ekonomi Pariwisata

Jumlah Wisatawan, UMKM, PAD

Meningkatnya Aksesibilitas dan Daya Tarik Wisata

Transportasi, komunikasi, destinasi wisata

Pembangunan

PLBN, Jalan, BTS, SPAM, Usaha

Kebijakan Asimetris

Regulasi, Fiskal, Infrastruktur



Kebijakan asimetris merupakan kebijakan pembangunan yang dirancang khusus untuk wilayah tertentu 

karena karakteristik geografis, ekonomi, atau politiknya berbeda dari wilayah lain. Kawasan perbatasan 

seperti Sambas mendapatkan perlakuan khusus dalam regulasi, fiscal dan infrastruktur. 

Tabel 1. Unsur dan Bentuk Kebijakan Asimetris 

NO UNSUR KEBIJAKAN 

ASIMETRIS 

BENTUK 

1 Regulasi Penyederhanaan ijin dan kebijakan afirmatif pengembangan 

pariwisata dan UKM Perbatasan (46) 

2 Fiskal Insentif Fiskal dan Dana Alokasi Khusus dari Pusat untuk 

mendukung Sektor Pariwisata (47) 

3 Infrastruktur Percepatan Pembangunan PLBN, Jalan, SPAM, BTS, 

Dermaga  (48) 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

 

Implementasi Kebijakan Asimetris di Sambas 

NO KEBIJAKAN IMPELEMENTASI 

1 Regulasi  penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Aruk–Temajuk, pemerintah 

pusat memberi ruang pengembangan wisata perbatasan berbasis kearifan lokal 

 Fiskal anggaran infrastruktur dan pariwisata dari BNPP, Kemenparekraf, 

Kementerian PUPR, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,2 miliar 

untuk pariwisata (2023). 

 Infrastruktur Pembangunan PLBN Aruk dan rencana Temajuk sebagai bagian kebijakan 

afirmatif pusat bagi kawasan tertinggal & perbatasan; PLBN Aruk selesai 

dibangun pada 2022.; Jalan akses Sajingan Besar–Aruk ditingkatkan (2020–

2023); Jaringan air bersih dan BTS dibangun di Temajuk dan Paloh (2024); 

Fasilitas destinasi (tugu batas negara, desa wisata, dermaga) dibangun untuk 

mendukung wisata perbatasan 

 

Dampak terhadap Pariwisata di Sambas 

Tabel Jumlah Wisatawan 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2018 121.399 

2 2019 683.329 

3 2020 122.807  

4 2021 184.970 

5 2022 283.843 

6 2023 429.293 

7 2024 486.682 
8 2025 126.482 (April 2025) 

 Sumber: https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-

menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html 

PERSENTASE JUMLAH TAMU DOMSESTIK DAN ASING 

https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html
https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html


TAHUN DOMESTIK ASING 

2020 99,75 0,25 

2021 99,84 0,16 

2022 99,62 0,38 

2023 99,72 0,28 

2024 99,65 0,35 

Sumber: BPS Sambas, 2025(49) 

Tabel Persentase Tingkat Penghunian/Pemakaian Kamar 

TAHUN KAMAR TEMPAT TIDUR 

2019 24,45 31,83 

2020 12,71 10,36 

2021 20,83 16,80 

2022 21,83 16,43 

2023 17,63 23,15 

2024 17,45 23,77 

Sumber: BPS Sambas, 2025(49) 

Implementasi kebijakan asimetris dalam regulasi, maka Kabupaten Sambas maka siterbitkan PP No. 18 

Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024) yang menetapkan Sambas sebagai Kawasan Strategis Nasional. 

Hal ini sangat menguntungkan karena mendapatkan perlakuan khusus untuk percepatan Pembangunan. 

Misalnya: prioritas anggaran dan Proyek Strategis Nasional (PSN), kemudahan regulasi dan izin, 

peningkatan investasi dan infrastruktur pendukung pariwisata, sinkronisasi lintas sektor dan lintas 

wilayah dan penguatan identitas dan branding kawasan perbatasan. 

Dampak kebijakan asimetris ternyata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, Tingkat hunian hotel 

dan UMKM. 

Kunjungan pariwisata mengalami kenaikan signifikan pasca pandemi yakni dari 122.807 tahun 2020 

menjadi 486.682 tahun 2024 meskipun belum mencapai kunjungan tertinggi tahun 2019 yakni sebanyak 

683.329. 

Grafik 1 Persentase Tingkat Hunian Hotel 



 

Sumber: BPS, 2025(49) 

 

b. Pertumbuhan UMKM Pariwisata 

 

Grafik 2 Jumlah Usaha 



 

Sumber: BPS, 2025(49) 

Tabel Jumlah Usaha Kecil Formal tahun 2020-2024 

NO KECAMATAN 2020 2021 2022 2023 2024 

 Sajingan Besar 2 2 7 39 56 

 Paloh 21 30 44 75 125 

Sumber: BPS, 2025(49) 

Khusu untuk usaha kuliner naik dari 5.730 (2021) → 5.807 unit (2023) 

 Tenaga kerja UMKM di sektor pariwisata mencapai 7.100 orang, naik 3 tahun terakhir. 

(opendata.sambas.go.id) 

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan 

NO TAHUN JUMLAH 

 2018 121.399 

 2019 683.329  

 2020 122.807 

 2021 184.970 

 2022 283.843 

 2023 429.293 

 2024 486.682 
 2025 126.482 (April 2025) 

 https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-

kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html 

https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html
https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-kalimantan-barat--perjalanan-.html


 

Kesimpulan 

1. Kebijakan asimetris dalam regulasi memberikan keuntungan bagi Kabupaten Sambas menjadi 

Kawasan Strategis nasional  

2. Kebijakan asimetris dalam bentuk Pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan pariwisata 

terutama di sekitar PLBN 

3. Beberapa indicator unsur-unsur pariwisata mengalami peningkatan, namun belum dapat menjadi 

sumber utama PAD. 

 

STATUS LUARAN 

 

Luaran wajib yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan oleh Jurnal 

nasional terindeks Sinta 2. Status luaran wajib saat ini dalam bentuk draft artikel dengan capaian 

kurang lebih 30%.  
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